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Abstrak
This study aims to determine the description of the case and the judge's considerations in deciding divorce cases due to infidelity in Case Study Number: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp, narrative of the legal basis of judges' considerations in deciding divorce cases due to infidelity regarding Case Study Number:14 /Pdt.G/2021/Pa.Plp, and views of Islamic law regarding judges' considerations in deciding divorce cases due to infidelity in Case Study Number:14/Pdt.G/2021/PA.Plp.Based on the type of data used in this study, the authors using this type of qualitative research. Data collection techniques used are documentation, observation and interviews. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and verification. Sources of data used are primary data and secondary data. The results showed that the judge's consideration in deciding the divorce case was due to infidelity during the Covid-19 pandemic at the Palopo City Religious Court (Case Study Number: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). The decision of the case for the judge has stages and rules. The presiding judge always puts mediation first, then if mediation is not successful then the final decision will be the last step. However, before that, the judges looked at the case with the reasons brought by the defendant or the plaintiff, if the reasons are strong, the judge will make a decision according to the results of negotiations with the panel of judges. The legal basis used by judges in deciding divorce cases due to infidelity during the Covid-19 pandemic at the Palopo City Religious Court (Case Study Number: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). The legal basis used by judges in deciding cases is based on Article 19 letter (f) of Government Regulation no. 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law which is supported by analysis of problems and the basis of Islamic law.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui deskripsi perkara dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan pada Study Kasus Nomor:14/Pdt.G/2021/PA.Plp, narasi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan mengenai Study Kasus Nomor:14/Pdt.G/2021/Pa.Plp, dan pandangan hukum Islam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan pada Study Kasus Nomor:14/Pdt.G/2021/PA.Plp.Berdasarkan jenis data yang dugunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). Pemutusan perkara bagi hakim memiliki tahapan dan aturan. Hakim ketua selalu mengedepankan mediasi terlebih dahulu kemudian apabila mediasi tidak berhasil maka putusan akhir akan menjadi langkah terakhir. Namun sebelumnya, para hakim melihat perkara dengan alasan-alasan yang dibawa oleh tergugat atau penggugat, jika alasan tersebut kuat maka hakim akan mengambil keputusan sesuai hasil perundingan dengan majelis hakim. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara berlandaskan pada undang-undang pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang didukung dengan analisis masalah dan dasar hukum Islam. 
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PENDAHULUAN
Pada pengadilan agama kota palopo putusan cerai dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini berdasar pada data yang didapatkan di pengadilan agama pada tahun 2018 hingga 2020 sebanyak 1.491 kasus perceraian. Dalam kasus perselingkuhan undang-undang perkawinan tidak menyebutkan secara langsung tentang perselingkuhan sebagai alasan memutuskan gugatan perceraian sehingga hakim menjadi pemeran utama sebagai pengambil keputusan harus jeli dan teliti dalam menjatuhkan putusannya. Apa landasan hukum dan bagaimana hakim mempertimbangkan kasus perceraian yang di sebabkan oleh perselingkuhan tersebut. Tentunya hakim harus bisa mempunyai dasar hokum baik itu secara normative (Hukum Islam) maupun yuridis (hokum positif) hingga putuskan yang dihasilkan bersifat tepat dan adil.
Hakim dalam memeriksa perkara membutuhkan bukti yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian itu bertujuan untuk memperoleh kepastian dan kevalidan atas dugaan yang dilayangkan.Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum menverifikasi keabsahan tuduhan yakni kebenaran dari bukti sehingga nampak adanya hubungan hukum antara ketiga pihak yang bersangkutan.[footnoteRef:1] [1:  Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140.] 

Dalam masa pendemi pada saat sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Virus Corona mengubah berbagai aspek pernikahan, apalagi setelah pemerintah membuat kebijakan Lockdown atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara, seperti kerja, sekolah, berbagai restoran ditutup, agar semua aktivitas dilakukan didalam rumah. Dalam suasana seperti ini, yang mana prosedur perceraian yang juga melakukan perubahan melalui media online dan persidangan dilakukan secara daring, suasana ini tentu sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Penelitian ini penting dilakukan karena setelah kebijakan lockdown diberlakukan masyarakat berdiam diri di rumah, mereka bertemu pasangannya hampir setiap hari selama lockdown. Sehingga timbul rasa bosan diantara mereka dari rasa bosan itulah akan menimbulkan pertengkaran maupun perselihan diantara mereka. Jika timbul pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi, sebenarnya ada banyak hal pemicu pertengkaran ketika masa lockdown. Tingkat perceraian di beberapa wilayah selama masa pandemi Covid 19 ada yang mengalami peningkatan.Banyak kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor perceraian pada umumnya. Perceraian yang terjadi pada masa pandemi juga berdampak pada Pengadilan itu sendiri.
Alasan utama lain yang memicu terjadinya perceraian yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dan suami. Hal ini akan bermuara pada ketidakharmonisan hubungan di antara keduanya.[footnoteRef:2] Perselingkuhan memberikan dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan seluruh anggota keluarga, diantaranya yaitu hancurnya masa depan anakanak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karier, serta merusak tatanan sosial di masa mendatang.[footnoteRef:3] Menurut Surya, perselingkuhan umumnya terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan, lemahnya dasar cinta, sikap egois, komunikasi kurang lancar dan harmonis, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.[footnoteRef:4]Hal ini menunjukka bahwa perselingkuhan merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian. [2: Ghoffar, M. A. Menyikapi tingkah laku suami. (Jakarta, ID: Almahira. 2006).]  [3: Fajri, K., & Mulyono.Selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian. (Jurnal Studi Hukum Islam, 6(1), 2017), h. 1-11.]  [4: Surya, M. Bina keluarga. (Bandung, ID: Graha Ilmu.2009).] 

Pada pengadilan Palopo dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Plp, kasus perceraian tersebut terjadi karena adanya peselingkuhan. Berdasarkan data yang ada awal mula perceraian bahwa penggugat dalam surat tanggal 6 Januari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama palopo pada tanggal 7 Januari 2021, dengan register perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Plp, telah mengemukakan sebagai berikut bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak januari tahun 2015 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat tidak mau membayar utang bersama, tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan pada Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. 
Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan kasus ini memerlukan beberapa pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Dengan adanya pertimbangan hakim pihak tergugat ataupun penggugat merasa adil dan tak ada yang saling merugikan. Dalam hal ini keputusan hakim menjadi penentu akhir bagi rumah tangga yang terpisah secara baik dan tanpa masalah kedepan. 
Berdasarkan pemaparan tersebut maka, calon peneliti ingin meneliti kedepan tentang “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Perkara) di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).”
KAJIAN TEORI
1. Pengertian Perceraian
Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuanfakultatifbahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkkan putusnya hubungan sebagai suami istri.[footnoteRef:5] Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan. [5:  Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.] 

Perkawinan dalam Islam mengandung dimensi ibadah yang harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan dalam Islam yakni keluarga yang mawaddah wa rahmah dapat terwujud. Perceraian walaupun diperbolehkan dalam agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terkahir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.[footnoteRef:6] Dalam suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan.[footnoteRef:7] Gugatan perceraian itu berawal dari ketidak harmonisan yang dapat berujung perceraian yang dapat di ajukan ke persidangan pengadilan. [6:  Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty), h. 105.]  [7:  Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 94] 

Adapun pengertian perceraian menurut beberapa ahli mengemukakan bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.[footnoteRef:8] Menurut hukum Islam talaq mempunyai dua arti yaitu talaq dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami atau osteri, sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.[footnoteRef:9] Jadi perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. [8:  P.N.H.Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,(djambatan, Jakarta, 2007), h. 53 1]  [9:  Soemiyati, Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan, (Liberty, Yogyakarta), h. 10] 

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan.
2. Dasar Hukum Cerai
Menurut dasar hukum perceraian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 berbunyi :
1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. 
3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.[footnoteRef:10] [10: Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam pasal 39 tentang perkawinan.] 

Dari penjelasan pasal diatas dapat kita lihat bahwa melakukan perceraian harus dengan alasan yang kongkrit dan hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan, itupun setelah Majelis Hakim telah berusaha mencari jalan damai dan ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian anatar kedua belah pihak.Akan tetapi jika perdamaian antara suami dan istri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik.
3. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik,dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[footnoteRef:11] Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.  [11:  Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2004), h.140] 

Adapun kedudukan menurut Goldstein, menerangkan setidaknya ada 3 (tiga) konsep kedudukan hakim dalam penegakan hukum (law enforcement). Pertama, dalam kerangka total enforcement concept, dimana hakim diharapkan menegakkan hukum secara menyeluruh baik norma maupun nilai yang terkandung didalamnya. Hal ini sulit dilakukan karena dalam menjalankan hukum itu sendiri terdapat kerangka due process of law sehingga terdapat pembatasan lain seperti penerapan Hukum Acara. Kedua, full enforcement concept yaitu terhadap sisi-sisi yang masih grey area hakim memberikan diskresinya atas berbagai keterbatasan substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum. Ketiga, adalah actual enforcement concept.[footnoteRef:12] Oleh karena itulah kekuasaan kehakiman itu tidak hanya mengandung pengertian otoritas hukum tetapi juga kewajiban hukum yang merupakan kekuasaan yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berupa mengadili dan memutus (adjudication). [12:  file:///G:/bahan%20tesis/A.%20pengertian/1/independensi-hakim-dalam-penegakan-hukum.html, diunduh Senin 3 Maret 2014 pukul 08.00] 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :
1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. 
2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 
3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.[footnoteRef:13] [13:  Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2004), h.141.] 

Dasar Pertimbangan Hakim Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.[footnoteRef:14] [14:  Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2004), h.142.] 


4. Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga
Selingkuh adalah hubungan seksual dan/emosional antara dua orang yang salah satunya sudah menikah atau berkomitmen dengan rang lain.[footnoteRef:15] berikut beberapa penyebab perselingkuhan adalah sebagai berikut:[footnoteRef:16] [15:  Dono baswardono ,Poligami itu selingkuh, (yogyakarta : galangpress 2007), h. 32.]  [16:  Ulfa Indra R, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama (Pa) Palopo”, Skripsi, diakses dari http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1195/1/Ulfa%20Indra%20R.pdf, pada 16 Juli 2021, Pukul 21.00.] 

1) Rasa bosan 
Suami atau istri yang merasa bosan kepada pasangannya kadang akan melirik orang lain untuk menghilangkan rasa bosannny, dengan begitu akan mudah sekali terjadi perselingkuhan. 
2) Karena godaan dari pria atau wanita lain 
Suami atau istri yang bekerja di luar kadang mendapat godaan dari pria atau wanita untuk berselingkuh. Jika suami atau istri tidak bisa menjaga rasa cintanya dengan pasangan, akan mudah sekali untuk jatuh ke jurang perselingkuhan. 
3) Keinginan untuk memiliki istri lebih dari satu 
Seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu, akan tetapi si istri tidak menyetujuinya cenderung akan membuat suami untuk berselingkuh. 
4) Kerja dalam jarak jauh dengan istri atau suami 
Suami atau istri yang kerja dengan jarak jauh cenderung akan mengalami kesepian. Karena istri atau suami jauh disana.Untuk mengusir rasa kesepiannya itu, banyak diantara suami atau istri memilih untuk selingkuh.
5) Suami atau istri sudah tidak perhatian lagi 
Suami atau istri yang perhatiannya dari hari ke hari semakin berkurang dapat menjadi penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga. Mereka berpikir bahwa dengan berselingkuh akan mendapatkan perhatian yang lebih baik dibandingkan dengan perhatian si suami atau istri di rumah. 
6) Adanya pemikiran dia lebih cantik, tampan, atau kaya 
Seorang suami yang memiliki kondisi keuangan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa saja membuat istri berpaling dan berselingkuh dengan pria lain yang kaya, dan akan membuat kebutuhan hidupnya lebih baik. Seorang suami yang juga ingin memiliki wanita lebih cantik daripada istrinya, akan membuat ia mencari wanita lain yang lebih cantik dan akhirnya berselingkuh. 
7) Suami atau istri yang sakit 
Misalnya seorang istri sakit dan tidak bisa melayani suami dengan baik, kemudian rasa cinta suami semakin memudar. Kondisi tersebut bisa saja membuat suami akan berselingkuh mencari wanita lain yang dapat melayaninya dengan baik dan penuh harapan. 
8) Rasa cinta antara suami istri yang sudah pudar 
Pudarnya rasa cinta antara istri dan suami menjadi penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga yang sering terjadi. Padahal perselingkuhan adalah penyebab hancurnya sebuah keluarga, suami atau istri seharusnya mengedepankan kepentingan anak agar keluarganya tetap utuh dan tidak akan menjadikan anak sebagai korbannya akibat perselingkuhan.
METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian adalah qualitative research yang dimaksudkan untuk memahami fenomena subyek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi.
2. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini ialah evaluasi kebijakan kasus-kasus putusan Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan masyarakat yang mengajukan perceraian dengan kasus perselingkuhan yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai yang diinterpretasikan kedalam rumusan masalah penelitian, yakni fakta dan data, faktor penyebab Pengadilan Agama mengambil kebijakan dan putusan yang terjadi. 
3. Sumber Data 
1. Data primer, yakni data utama dalam sebuah research, yang didapatkan peneliti melalui field research dengan metode wawancara (tanya jawab) terhadap informan yang telah ditentukan yaitu 1 orang hakim dan 3 pasangan kasus gugat cerai karena perselingkuhan.
2. Data sekunder, yakni data penunjang yang erat korelasinya dengan data utama, didapatkan peneliti melalui library research dengan mengumpulkan Undang-undang pernikahan dan putusan perceraian dalam perspektif hukum Islam, buku-buku dan research terdahulu yang relevan maupun publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian, sehingga dapat difungsikan dalam menganalisa maupun penunjang data. 
4. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara (tulisan singkat yang berisikan pertanyaan yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak), alat tulis berupa buku dan pulpen untuk mencatat pokok-pokok hasil wawancara, alat rekaman seperti telepon seluler untuk merekam hasil wawancara (difungsikan bila peneliti mengalami kendala mencatat hasil wawancara), dan dokumentasi (beberapa nomor perkara yang dibutuhkan).
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi 
HASIL PENELITIAN
1. Deskripsi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).
Penggugat adalah seorang wanita berumur 29 tahun yang tinggal di BTN Nyiur Permai, Kota Palopo dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan tergugat adalah sesorang laki-laki berumur 37 tahun yang berkediaman di Jalan Opu Tosappaile (Asrama Polisi) Kelurahan Boting, Kota Palopo dan bekerja sebagai POLRI. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 386/20/X/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, ProvinsI Sulawesi Selatan. Keduanya telah menikah pada tanggal 8 Oktober 2009.
Adapun pertimbangan hukum perkara perceraian Nomor: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp sebagai berikut.
Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dimana penggugat dan tergugat beragama Islam, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis.
Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak datang ke persidangan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. 
Adanya sikap penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedangkan mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dan tergugat.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
Perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud psal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru.
Mengingat peraturan dan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. Maka dengan ini mengadili menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Memberikan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,00.
Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut.
Terjadinya perceraian dari beberapa pasangan di sebabkan oleh beberapa factor salah satunya terjadinya perselingkuhan khususnya pada perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Plp membuat sepasang suami istri tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Hakim memiliki peran besar dalam memutuskan tiap perkara yang ada di pengadilan, Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, maka peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Palopo yang memutus perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan. 
Dalam memutuskan perkara perceraian yaitu pertama-tama harus mengetahui penyebab dan alasan perceraian kemudian majelis hakim memeriksa bukti/berita dan saksi baik itu berupa gambar, video, dokumen dan sebagainya, setelah memeriksa kemudian melakukan mediasi, jika mediasi tidak bisa mendamaikan maka putusan perceraian pun akan menjadi hasil akhir. Hakim dalam mengambil putusan harus terlebih dahulu melihat dan benar-benar meneliti kasus yang ditangani, dengan melihat bukti dan saksi sebagai pendukung dalam memutuskan perkara. Kasus perceraian tersebab perselingkuhan berdasarkan pernyataan hakim selama pandemic selalu ada namun kasus tersebut berangsur-angsur masuk ke pengadilan sehingga terlihat sedikit. 
2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/PDT.G/2021/PA.PLP).
Mengenai kasus perceraian pertimbangan serta dasar hukum yang biasanya digunakan oleh Majelis Hakim itu adalah bercermin pada pokok kasus atau alur dari surat permohonan pemohon dan bukti-bukti atau fakta yang dilampirkan menjadi acuan bagi majelis hakim dalam menentukan putusan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Merita Selvina, S.H.I.,M.H, bahwa: 
“memutuskan perkara itu tidak  mudah harus ada dasar yang menjadi acuan sebelum mengambil keputusan. Misalnya permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat telah Sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba‟in terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama. Karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat, maka tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulannya. Perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Untuk acuan atau dasarnya kami berpatokan pada undang-undang perkawinan, selain itu dilihat lagi dari kasus yang di tangani, seumpama jika masih bisa untuk melakukan mediasi maka akan dilakukan sebagai langkah awal, jika sudah melakukan mediasi namun kedua belah pihak tetap pada pendirian atau salah satu tak lagi mau mempertahankan dan tetap pada keputusan, melihat tak lagi ada keharmonisan maka hakim pasti akan menjatuhkan putusan perceraian. Putusan ini didukung juga dengan bukti dan saksi yah, jadi kami tidak serta merta langsung memutuskan perkara.”[footnoteRef:17] [17:  Merita Selvina, Hakim, Wawancara. Pada tanggal 23 Agustus 2021. Pukul 10.00 Wita.] 

Dari pendapat ini, hakim benar-benar mengacu pada undang-undang dalam mengambil keputusan. Selanjutnya hakim lainnya menyatakan bahwa: 
“Mengenai teori dan dasar yang digunakan dalam mengambil keputusan kami hanya berpacu pada undang-undang dan analisis masalah. Jadi kami sebagai hakim harus paham problem yang dihadapi oleh penggugat, agar bisa melihat perkara dan mempelajarinya. Mengambil keputusan itu tidak gampang makanya saya selalu tekankan kepada para hakim mengenai undang-undang perkawinan kita harus paham betul alur dan maknanya. Biar kita tidak salah lagkah dalam memutuskan perkara, biasanya kasus perceraian karena perselingkuhan itu dilakukan oleh suami, dan di dukung dengan kurangnya nafkah lahir dan batin yang diterima istri, membuat istri mantap mengambil jalan pisah, kalau contoh kasus seperti ini kami harus lihat buktinya dulu kemudian pemanggilan saksi, nanti setelah itu baru kami berunding dan memutuskan perkara, tapi sebelumnya di cek dulu yah pasal undang-undang yang membahas dan sangat erat kaitannya dengan kasus ini, kalau kami ditanya dasar yang digunakan dalam memutuskan perkara kami tetap mengedepankan pandangan hukum yang sesuai undang-undang dan hukum Islam.”[footnoteRef:18] [18:  Muhammad Shofi Hidayat. Hakim ketua, Wawancara. Pada tanggal 20 Agustus 2021. Pukul 13.00 Wita.] 


Berangkat dari kedua pendapat tersebut maka hakim dalam memutuskan perkara berlandaskan dari undang-undang dan juga hukum Islam, serta pemahaman duduk masalah yang dihadapi.
3. Pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). 
Perselingkuhan apapun model dan bentuknya selalu syarat dengan dusta dan kebohongan, baik terhadap suami atau isteri. Perkawinan tidak dapat dibangun tanpa adanya rasa kepercayaan yang dilandasi oleh rasa cinta yang sesungguhnya. Perkawinan yang dilandasi kebohongan nantinya akan menghancurkan hubungan perkawinan itu sendiri, karena bertentangan dengan prinsip perkawinan sebagai misaqon-galiz.
Hukum cerai dalam agama Islam adalah makruh dan terlarang, namun bisa berubah pada hukum lainnya, jika melihat dari kondisi rumah tangga yang di jalani tidak ada keharmonisan dan lebih banyak mengandung mudharat maka hukumnya bisa berubah menjadi boleh, sunnah bahkan wajib. Diputusnya suatu perkara perceraian oleh Pengadilan Agama Palopo dengan latar belakang perselingkuhan menjadi sebuah putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan suami istri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah masalah yang lebih besar, perceraian boleh untuk diputuskan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh. Kaidah ini memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang berat dihilangkan dengan kemudharatan yang ringan, apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik dibanding mereka terus bersama namun dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya. 
Mengenai putusnya hubungan perkawinan berdasarkan atas alasan-alasan yang digunakan harus sesuai dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19. Direktorat jenderal Peradilan Agama mengelompokkan alasan-alasan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama selain yang tertera dalam pasal 19 beberapa faktor diantaranya: faktor moral (termasuk poligami yang tidak sehat, krisis akhlak dan cemburu berlebihan), faktor meninggalkan kewajiban (kawin paksa, ekonomi dan tidak ada tanggung jawab), faktor pernikahan dini atau di bawah umur, faktor penganiayaan, karena hukum, cacat biologis, faktor terus-menerus berselisih (termasuk faktor politis, gangguan pihak ketiga serta tidak ada keharmonisan). 
Meskipun secara jelas dalam penyebab perkawinan ini tidak ada faktor perselingkuhan, namun pada kenyataannya perceraian akibat perselingkuhan merupakan hal yang telah biasa ditangani oleh Pengadilan Agama Palopo, yang terjadi akibat kurangnya rasa kepercayaan dan tidak ada saling pengertian yang tertanam pada diri suami istri serta kurangnya pemahaman mengenai ajaran agama. Meskipun undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, tetapi ruang lingkup yang dikandung oleh peraturan tersebut tidaklah sempit. Oleh karenanya dalam memeriksa perkara perceraian dengan latar belakang perselingkuhan, hakim perlu meneliti dan memeriksa perkara secara seksama, memberikan alasan tepat dan pertimbangan yang sesuai dengan perundang-undangan dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat sehingga putusannya dapat diterima secara hukum maupun masyarakat.
Berdasarkan pemaparan hasil ini maka Pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). Bergantung pada kemaslahatan yang dihadirkan dalam rumah tangga. Dan juga berdasar pada hukum Islam yang didukung oleh undang-undang perkawinan.






PEMBAHASAN

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).
Seorang hakim akan mendapatkan informasi tentang duduk perkara yang jelas ketika melaksanakan proses mediasi. Mediasi yang dimaksud adalah mediasi sebagaimana yan diatur dalam PERMA No.01 Tahun 2008 yaitu mediasi tertutup yang dilaksanakan diluar persidangan dengan perantara seorang mediator. Dalam mediasi Tergugat dan Penggugat juga dituntut untuk menjelskan secara terbuka tentang masalah dalam rumah tangga mereka, agar mediator bisa menengahi dan memberikan alternative solusi yang terbaik selain perceraian.
Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. bercermin pada hasil penelitian yang didapatkan hakim sebelum memutus perkara terlebih dahulu menganalisis masalah yang dialami oleh penggugat agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.[footnoteRef:19] Tugas hakim dalam menangani perceraian adalah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bila dipandang perlu, dapat meminta bantuan orang atau lembaga penasehat semacam BP 4. Usaha untuk mendamaikan itu harus dilakukan setiap kali sidang (Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 1975). Apabila usaha perdamaian itu berhasil dan kedua pihak dapat rukun kembali dan di lain waktu terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat diajukan kembali sebagai gugatan yang baru (Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Sebelum memutuskan perkara hakim harus mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan di ambil dengan berlandaskan dasar hukum dan perundang-undangan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Johny Ibrahim Pertimbangan hukum yang dipakai hakim sesuai dengan legal justice (keadilan hukum) adalah keadialan yang berdasarkan hukum dan perundang undangan. Hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim sebagai pelaksana undang-undang.[footnoteRef:20] [19:  Ahmad. Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 94.]  [20:  Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodeologi pnelitian hukum normatif. (Malang : banyumedia),2006 h.220] 

Jumlah perceraian meningkat pada masa covid-19 dengan jumlah kasus cerai gugat yang dominan lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak. Menurut hakim ketua Pengadilan Agama Palopo, mengatakan bahwa pada masa pendemi ini jumlah perceraian meningkat, namun alasan yang paling dominan dalam perceraian yaitu karena masalah ekonomi.[footnoteRef:21] Hal ini disebabkan karena banyak pencari nafkah yang harus kehilangan pekerjaannya akibat terkena PHK atau terbatasnya pekerjaan pada saat pandemi covid-19. [21:  Muhammad Ghazali Yusuf, S.Ag, Hakim Ketua, Wawancara. Pada tanggal 20 Agustus 2021. Pukul 13.00 Wita.] 

Selanjutnya faktor tertinggi yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada masa covid-19 ialah adanya perselingkuhan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Penulis juga meminta pendapat kepada Hakim Ketua mengenai alasan perceraian yang di latarbelakangi oleh faktor perselingkuhan, faktor penyebab perceraian karena perselingkuhan itu juga menjadi faktor tingginya angka perceraian di masa covid begini. Biasanya banyak dari pelaku perselingkuhan itu kerja di luar kota. Akibatnya mereka menyalurkan kebutuhan seksual mereka kepada orang lain yang bukan istrinya. Ketika istrinya mengetahui akan hal tersebut, dan langsung mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
Berikut ini data mengenai perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo.
	Tahun 
	Cerai Gugat
	Cerai Talak
	CG Ghaib
	CT Ghaib
	Jumlah 

	2019
	22
	5
	3
	-
	30

	2020
	51
	12
	2
	1
	66

	Jumlah 
	96



Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa data jumlah perceraian karena perselingkuhan meningkat di Pengadilan Agama Palopo pada masa pandemic yang terhitung dari tahun 2019 bulan September sampai dengan 2021.  Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengemukakan bahwa faktor tertinggi yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada masa covid-19 ialah adanya perselingkuhan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain.[footnoteRef:22] [22:  Ratu Bilqis, “Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)”, diakses dari https://repository.uinjkt.ac.id, pada 28 Agustus 2021, Pukul 15.24.] 


2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/PDT.G/2021/PA.PLP).
Dalam cerai gugat yang menjadi penggugat adalah dari pihak istri. Jika seorang istri menggugat cerai suaminya, maka idealnya yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga berasal dari suami, sehingga istri merasa hak-hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap istri telah dilanggar. Dengan berbagai alasan perceraian yang diperbolehkan seperti yang telah diatur dalam fikih maupun undang-undang perkawinan, seorang istri boleh mengajukan gugat cerai terhadap suaminya.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam keterangan para saksi, dalam perkara ini Tergugat terbukti telah selingkuh dengan perempuan lain. Alasan ini menjadi salah satu faktor terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Perkara yang dasar-dasarnya tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih atau perundang-undangan Indonesia tidak boleh menjadi suatu alasan bagi Hakim untuk tidak mau memutuskan perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Hakim harus tetap mencari hukumnya baik dengan menganalogikan dengan undang-undang yang ada atau mengeluarkan ijtihad sendiri sepanjang dipandang adil dan mengandung kemaslahatan.
Adapun mengenai kasus cerai gugat ini, apabila dilihat melalui sudut pandang undang-undang terutama pada Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI ini bahwa fakta antara suami istri tersebut sudah tidak bisa dirukunkan lagi dalam satu ikatan perkawinan. Berdasarkan pasal-pasal ini tujuan perkawinan tidak dapat dicapai dan hak serta kewajiban suami istri tidak bisa dipenuhi, maka perceraian dianggap solusi yang paling adil.
Selanjutnya mengenai dasar hukum yang merujuk pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang membicarakan alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini masih bersifat umum bunyi huruf (f) dalam kedua pasal tersebut merupakan implikasi dari gejolak rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan istri. Dalam hal ini yang menjadi faktor perselisihan adalah selingkuhnya suami yang memiliki wanita lain diluar pernikahan.
Berdasarkan hasil wawancara, adapun dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara ialah undang-undang dan fakta yang di ungkapkan oleh penggugat dengan bukti valid yang didukung dengan saksi. Dengan diprolehnya suatu fakta yang berkaitan dengan duduk perkara antara penggugat dan tergugat telah terjadi peselisihan yang tidak mungkin dirukunkan kembali.[footnoteRef:23] Berangkat dari pandangan  ini maka perceraian akan diputuskan setelah melewati tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh hakim. [23:  Arso Sastroatmojo, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintan, 1981), h. 60] 

3. Pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). 
Adapun pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). Berlandaskan pada hadis yang menyatakan bahwa suatu kehalalan yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian. Berangkat dari hadis ini, banyak penafsiran yang bisa di ambil. Salah satunya allah sangat membenci perceraian dan bisa jadi hukumnya haram tetapi jika melihat situasi dan kondisi yang tidak lagi memungkinkan untuk mempertahankan suatu kerukunan dalam rumah tangga maka hukum perceraian bisa menjadi boleh sunnah hingga wajib, demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. Hal ini didukung oleh Summa dalam bukunya bahwa Dari pada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat. Disinilah terletak arti penting dari kalam allah :”fa-imsakun-bima’rufin au tasrihun-biihsan, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.[footnoteRef:24] [24:  Summa, M. A. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.] 

Dengan demikian, jelaslah bahwa aturan yang ditetapkan untuk keputusan hakim bukanlah hal yang muda dan memiliki landasan kuat sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan putusan perceraian. Selain itu agama juga mendukung keputusan hakim jika itu sesuai kondisi serta aturan baik menurut agama maupun Negara demi kemaslahatan bersama kedua belah pihak.
PENUTUP
Berdasarkan studi dari pertimbangan majelis hakim pada perkara Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp, yang telah dipaparkan sebelumnya tentang stadi putusan hakim dalam perkara ceri gugat karena perselingkuhan, maka penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan yang penulis analisis sebagai berikut: 
Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). Pemutusan perkara bagi hakim memiliki tahapan dan aturan. Hakim ketua selalu mengedepankan mediasi terlebih dahulu kemudian apabila mediasi tidak berhasil maka putusan akhir akan menjadi langkah terakhir. Namun sebelumnya, para hakim melihat perkara dengan alasan-alasan yang dibawa oleh tergugat atau penggugat, jika alasan tersebut kuat maka hakim akan mengambil keputusan sesuai hasil perundingan dengan majelis hakim.
Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/PDT.G/2021/PA.PLP). Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara berlandaskan pada undang-undang pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang didukung dengan analisis masalah dan dasar hukum Islam. 
Pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). Hukum cerai dalam agama Islam adalah makruh dan terlarang, namun bisa berubah pada hukum lainnya, jika melihat dari kondisi rumah tangga yang di jalani tidak ada keharmonisan dan lebih banyak mengandung mudharat maka hukumnya bisa berubah menjadi boleh, sunnah bahkan wajib. Pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). bergantung pada kemaslahatan yang dihadirkan dalam rumah tangga. Dan juga berdasar pada hukum Islam yang didukung oleh undang-undang perkawinan. 
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